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Abstract 
West Sumatra is famous for its local ethnic religious wisdom as Adat 
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. In addition, in the realm of ethnic 
leadership Minagkabau also have a cultural concept Tungku Tigo Sajarangan, 
which is functionally role in shaping patterns and behavior society. In assumptive, 
local wisdom as well as the religious character of Minangkabau society 
committed to abide by the teachings of indigenous and indigenous leaders, will 
give strength to the economic development of sharia. however, there are strong 
indicators that show that the Islamic Microfinance Institutions in West Sumatra 
has not developed as ideal as assumed. Synergy between components “Tungku 
Tigo Sajarangan” on the one hand, and with the Islamic Micro Finance 
Institutions on the other hand, can be used as capital and models of economic 
development of sharia and will contribute positively to the development of 
Indonesia, particularly in West Sumatra. 
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Abstrak 
Sumatera Barat terkenal dengan etnis kearifan lokalnya yang religius 
seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Selain itu, pada ranah 
kepemimpinan etnis Minagkabau juga memiliki konsep budaya Tungku Tigo 
Sajarangan, yang secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilau 
masyarakatnya. Secara asumtif, kearifan lokal yang demikian religius serta 
karakter masyarakat Minangkabau yang komit terhadap ajaran adat dan patuh 
pada pimpinan adat, akan memberi kekuatan dalam pengembangan ekonomi 
syariah. Akan tetapi, terdapat indikator kuat yang menunjukkan bahwa Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat belum berkembang seideal yang 
diasumsikan.  Sinerji antar komponen Tungku Tigo Sajarangan  di satu pihak, dan 
dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di pihak lain, dapat dijadikan sebagai 
modal dan model pengembangan ekonomi syariah dan akan memberikan 
kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia, khususnya di 
Sumatera Barat.  
 
Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Kearifan Lokal, Tumgku  Tigo 
Sajarangan 
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Pendahuluan 
Masyarakat Minangkabau,  seperti disimpulkan oleh beberapa penelitian, 
terkenal dengan  semanagat gotong royong, naluri entrepreneurship
1
 dan kultur 
yang religius
2
. 
Semangat gotong royong dan jiwa entrepreneurship masyarakat 
Minangkabau yang religius memiliki landasan ideologis yang kuat, karena 
berintegrasi  dangan ajaran Islam melalui falsafah adat basandi syarak, syarak 
basandi kitabullah (ABS-SBK)
3
 (adat berdasarkan syarak, syarak berdasarkan 
kitab Allah).  
Dalam bidang kepemimpinan adat, masyarakat Minagkabau  juga 
memiliki kearifan lokal Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan  
merupakan satu kesatuan dari kepemimpinan Ninik Mamak (pemuka adat), Alim 
Ulama (agama), dan Cadiak Pandai (ilmuan/intelektual). Kearifan Lokal Tungku 
Tigo Sajarangan  secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilau 
masyarakatnya.
4
 
Norma adat  ABS-SBK  dan  kearifan lokal Tungku Tigo Sajarangan, 
secara asumtif  merupakan instrumen pendukung perkembangan ekonomi syariah 
di Sumatera Barat, dalam hal ini Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). 
Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan LKMS di Sumatera 
Barat membutuhkan usaha sinergis dengan berbagai pihak. Hal ini dibuktikan 
dengan eksisnya transaksi ekonomi ribawi yang dijalankan oleh rentenir di kota-
kota, pasar tradisional, perkampungan dan perumahan penduduk di sumatera 
Barat. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi ? Bagaimana peran Tungku 
Tigo Sajarangan ? 
Penelitian ini berusaha  menemukan konsep pengembangan LKMS  
dengan mengoptimalkan peran Kearifan Lokal Tungku Tigo Sajarangan. Secara 
spesifik penelitian ini difokuskan untuk mengungkap bagaimana peran Tungku 
Tigo Sajarangan dalam pengembangan LKMS di Sumatera Barat. Tulisan disusun 
ini disusun dengan sub tema berikut: Kearifan Lokal Etnis Minagkabau dan, 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sebagai Instrumen Ekonomi Ekonomi 
Berkeadilan, Kiprah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat, Hasil 
Penelitian, Kesimpulan, dan Rekomendasi. 
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Kearifan  Lokal Etnis Minangkabau 
Kearifan sinonim dengan kata kebijaksanaan, sedangkan lokal berarti 
setempat.
5
 Dalam Bahasa Inggris, istilah kearifan lokal disebut dengan local 
wisdom. Local  berarti setempat, sedangkan wisdom sama dengan kearifan atau 
kebijaksanaan. 
Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia  yang 
dimiliki oleh  kelompok  etnis  tertentu yang  diperoleh melalui pengalaman 
masyarakat.
6
 Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui 
pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai- 
nilai  tersebut akan melekat  sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu 
sudah melalui perjalanan waktu yang panjang,  sepanjang keberadaan masyarakat 
tersebut.  
Meliono
7
 dalam tulisannya “Understanding the Nusantara Thought and 
Local Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education” mengemukakan bahwa 
kearifan lokal di Indonesia merupakan bentuk ekspresi dari suku-suku yang ada di 
Indonesia, dimana orang-orang melakukan kegiatan dan berperilaku sesuai dengan 
gagasan yang akhirnya menghasilkan karya-karya tertentu. 
Kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur 
bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan 
alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal 
seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi.
8
  
Secara substansi kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai 
kelembagaan. Sifat lokal dari kearifan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai 
atau gagasan tersebut hanya berlaku dan akan mendatangkan manfaat yang baik 
bagi masyarakat di lingkungan di mana mereka berinteraksi. Hal ini karena 
gagasan kearifan lokal tersebut seringkali merupakan hasil dari interaksi antar 
manusia di lingkungan tersebut dan atau antara manusia dengan lingkungan fisik 
(alam) di sekitarnya.  
Kearifan lokal merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki suatu daerah 
sebagai aset daerah yang dapat mendorong pengembangan dan pembangunan 
daerah, termasuk dalam bidang ekonomi sebagaimana disimpulkan beberapa 
peneliti.
9
  
Kearfan lokal dalam konteks Minagkabau, menurut Salmadanis dan Duski 
Samad, falsafah ABS-SBK mengandung dua prinsip penting bagi eksistensi adat 
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Minangkabau. Pertama, yang diperhitungkan sebagai adat Minangkabau adalah 
adat yang baik, yang sesuai dengan norma Islam. Kedua, adat yang baik harus 
dipertahankan dan adat yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran Islam 
harus ditinggalkan.
10
 Idrus Hakimy,
11
 dengan ungkapan filosofis mengemukakan 
bahwa dalam ajaran adat Minangkabau terkandung suatu mustika hidup yang 
mengarahkan kehidupan manusia pada keadaan yang lebih baik dan bertujuan 
mewujudkan perdamaian masyarakat.  Selain itu, masih menurut Hakimy, ajaran 
adat bertujuan  agar masyarakat mencapai kebahagiaan dan kemakmuran lahir dan 
batin, di bawah naungan rid}a Allah. 
Sedangkan, kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan, yang disebut juga 
dengan kepemimpinan Tali Tigo Sapilin (tiga tali satu jalinan)  dimaksudkan 
sebagai wujud kerja sama saling melengkapi ketiga unsur pimpinan. Penamaan 
Tungku Tigo Sajarangan, Tigo Tali Sapilin pada hakikatnya adalah analogi. 
Secara tradisional, tungku terdiri dari tiga buah batu sama tinggi. Tungku batu 
yang berfungsi sebagai tempat mamasak  jika lengkap ketiganya. Demikian juga, 
seutas tali akan lebih kuat jika terbuat dan terjalin dari tiga tali.
12
 Tiga unur 
pimpinan adat etnis Minagkabau dimaksud beserta fungsinya adalah sebagai 
berikut:  
Ninik  Mamak  atau yang lebih dikenal dengan nama Penghulu adalah 
pemimpin adat (fungsional adat) di Minangkabau. Jabatan Ninik Mamak adalah 
sebagai pemegang sako datuak  (datuk) secara turun temurun menurut garis 
keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Sebagai pemimpin adat maka ia 
memelihara, menjaga, mengawasi, mengurusi dan menjalankan seluk beluk adat. 
la adalah pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak kemenakannya menurut 
sepanjang adat.
13
  
Sementara, kepemimpinan ulama memainkan peranan penting 
menyangkut masalah-masalah keagamaan. Sebagai unsur pimpinan dalam 
masyarakat Minangkabau, ulama memilki otoritas yang sah dalam menjelaskan 
ajaran Islam kepada masyarakat tentang persoalan halal dan haram, serta apa yang 
boleh dan terlarang dilakukan masyarakat. Dalam konteks ini, serta 
mengejawantahkan semboyan ABS-SBK, ulama berkewajiban mendorong 
masyarakat Minangkabau agar menjalankan agama Islam dengan baik, termasuk 
dalam bidang ekonomi
14
 dan membimbing mereka meninggalkan yang 
terlarang.
15
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Sedangkan, Cadiak Pandai   dalam konsep  kepemimpinan Tungku Tigo 
Sajarangan, Tigo Tali Sapilin, secara formal dipegang oleh kalangan yang 
berilmu pengetahuan dalam arti yang luas. Dalam kenyataannya sehari-hari 
Cerdik Pandai adalah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama 
maupun ilmu pengetahuan. Sebagai kalangan yang berilmu, dalam sistem 
kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan, seperti didefinisikan Amir bahwa cadiak 
(cerdik) dalam pengertian orang Minangkabau adalah kemampuan menggunakan 
akal dalam mengatasi keadaan yang rumit. Hal ini, menurut Amir,  erat kaitannya 
dengan akal pikiran atau kecerdasan otak.
16
 Menurut Hakimy  cerdik adalah 
pengetahuan tentang seluk beluk hidup dan kehidupan dalam masyarakat demi 
tercapainya tujuan yang sempurna lahir dan batin. Sedangkan pandai berhubungan 
erat dengan keahlian profesional atau keterampilan seseorang. Oleh karena itu, 
orang cerdik belum tentu pandai, sebaliknya orang pandai belum tentu cerdik. 
Jadi, orang cerdik pandai adalah orang cerdas yang mempunyai kemampuan 
mengatasi masalah rumit, mempunyai keterampilan profesional, termasuk  
kebijakan yang akan menunjang kehidupan ekonomi.
17
 Unsur pemimpin Cadiak 
Pandai, secara lebih dominan  tereprensentasi pada pemerintah nagari, yang 
memiliki peran pembuat aturan  atau hukum.
18
    
 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sebagai Instrumen Ekonomi Ekonomi 
Berkeadilan 
Islam, sebagai ajaran agama yang universal sangat memperhatikan 
masalah pembangunan  ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah 
proses untuk mengantarkan umat mencapai kesejahteraan,  ketentraman, dan 
kenyamanan hidup secara holistik.
19
  
Pembangunan ekonomi menurut Islam, seperti ditegaskan Taqi Usmani,
20
 
bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan  kualitatif. Tujuan 
pembangunan ekonomi tidak semata-mata untuk mendapatkan kesejahteraan 
material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat,
21
  yang oleh Amiur Nuruddin 
disebut dengan keseimbangan (equilibrium) antara aspek material dan aspek 
spritual. Penekanan pada satu aspek saja, tegas Amiur, jelas tidak sesuai dengan 
perintah keadilan dalam Alquran.
22
 Muhammad Ayub, mengingatkan bahwa 
dalam konteks ekonomi, manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah memiliki 
dua tujuan mendasar, yaitu  memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia 
113 Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016: 108-124 
 
dan mengawal sistem ekonomi agar senatiasa berjalan dalam kerangka syariah 
untuk memaksimalkan kesejahteraan.
23
  
Dalam sistem  ekonomi syariah obsesi mendapatkan keuntungan tidak 
boleh mengalahkan idealisme persaudaraan. Seseorang yang melakukan  aktivitas 
ekonomi tidak dilarang berharap mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, 
tapi juga harus dibarengi dengan idealisme menolong sesama yang sedang 
membutuhkan bantuan barang, jasa atau dana. Dalam sistem ekonomi syariah, 
semangat mencapai kesejahteraan bersama seyogianya  menjadi motivasi dari 
segala bentuk aktivitas ekonomi, baik antar perorangan maupun yang teroganisir 
melalui lembaga tertentu.  
Dengan demikian, kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah 
sesesuatu yang niscaya. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai instrumen 
untuk menciptakan atmosfir sistem ekonomi yang berketuhanan menuju 
tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan, sekaligus juga jawaban dan solusi 
atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis liberal dan sosialis.  
Di Indonesia, selain melalui lembaga perbankan syariah, sistem ekonomi 
syariah juga diimplementasikan, melalui berbagai Lembaga Keuangan  Mikro  
Syariah (LKMS).
24
 Di antara lembaga keuangan mikro syariah yang eksis adalah 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan BMT (Baitul 
Mal Wattamwil).  
Kehadiran BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi 
untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
Untuk tujuan itu, BMT dijalankan dengan karakteristik
25
 yang berbeda dengan 
lembaga keuangan bank. Hal ini dapat dipahami mengingat BMT berorientasi 
pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus 
diberdayakan (empowering) supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota 
BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf  hidup melalui peningkatan usahanya 
Secara fungsional  Baitul Maal  merupakan lembaga sosial yang  bertujuan 
tidak untuk mencari keuntungan  (profit)  duniawi atau material. Sedangkan Baitut 
Tamwil  merupakan  lembaga  bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai 
prinsip bisnis yakni efektif dan efisien. Secara kelembagaan BMT didampingi 
atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT dapat 
didirikan dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau 
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Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Administrasi dan mekanisme kerja BMT sama 
dengan BPR Syariah dengan ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.
26
  
Dalam operasionalnya, BMT sangat dekat dan bersentuhan langsung 
dengan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seperti yang telah 
dijelaskan di atas, adalah gambaran dari kedekatan BMT dengan sektor riil yang 
meminimalkan kegiatan spekulasi dan memaksimalkan kemampuan masyarakat 
dalam bidang produksi dengan pembiayaan-pembiayaan yang dijalankan dengan 
prinsip kebersamaan dan persaudaraan.  
Mengingat  fungsi yang harus dimainkan BMT, maka wajar apabila umat 
Islam khususnya, menaruh harapan besar kepada  lembaga ini agar lebih 
berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan 
ekonomi syariah. Selain berperan sebagai wadah pengembangan ekonomi syariah, 
eksistensi  BMT juga diharapkan mampu meminimalisir praktek-praktek 
teransaksi utang-piutang yang mengandung riba.  
 
Kiprah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat 
Peran LKMS, semisal BMT, yang demikian penting dalam pengembangan 
ekonomi syariah, tidak selau sinkron dengan kenyataan. Tidak sedikit BMT yang 
tidak mampu menunjukkan perannya, bahkan mengalami kesulitan 
mempertahankan eksistensinya. Penelitian Hamzah, et.tal,  mengungkap banyak  
BMT yang seharusnya membantu perekonomian umat, tapi justru tidak mampu 
membantu dirinya sendiri dan mengalami kebangkrutan.
27
 
Hal senada juga ditegaskan Ali Sakti (Researcher  Bank Indonesia), dalam 
penelitiannya (bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNDIP, UNPAD dan 
UNAIR) bahwa secara kelembagaan dan operasionalnya BMT masih menghadapi 
banyak masalah dan  memerlukan pembenahan.
28
 Di antara masalah yang 
dihadapi BMT, dalam penelitian Sakti,  adalah kekurangan modal.
29
  
Permasalahan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, seperti dalam temuan 
Sakti di atas, terjadi di seluruh propinsi di Indonesia. Berdasarkan  data pada  
Kementerian Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terdapat 
209.488 koperasi di Indonesia (termasuk Koperasi Syariah BMT). Akan tetapi, 
dari jumlah koperasi tersebut hanya 147.249 yang aktif. Sedangkan,  62.239 
tercatat sebagai kopersi tidak aktif.
30
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Di Propinsi Sumatera Barat,  berdasarkan data pada Dinas Koperasi dan 
UKMK, terdaftar  3.800 koperasi. Dari data tersebut tercatat 2.621 koperasi aktif, 
dan 1.179 adalah koperasi yang tidak aktif.
31
 Kondisi degradasi  yang dialami 
LKMS, menurut Alfiar
32
 antara lain disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. 
Sementara, rendahnya partisipasi masyarakat karena, umumnya, masyarakat 
kurang memahami misi koperasi disebabkan sosialisasi yang kurang gencar. 
Selain itu, tidak adanya dorongan  dari pihak  pemerintahan nagari.  
Data lain yang menunjukkan bahwa LKMS di Sumatera Barat belum 
berfungsi secara optimal, ditemukannya praktik-praktik  transaksi peminjaman 
uang melalui julo-julo  (rente). Julo-julo  adalah sejenis jasa pinjaman yang 
ditawarkan pemilik uang (dana) kepada orang yang membutuhkan. Peminjam 
akan mengembalikan  uang pinjamannya kepada pemilik dana dengan bunga 20 – 
30 % per 40 hari.
33
  Praktik pinjam-meminjamkan uang model ini, seperti 
ditegaskan Annuzul,
34
   eksis di berbagai tempat di Sumbar. Seperti, di pasar-
pasar tradisional, perkampungan, dan komplek perumahan.  
 
Hasil Penelitian 
Perkembangan LKMS di Sumatera Barat yang kurang optimal disebabkan 
oleh berbagai faktor yang terkait dengan Peran Tungku Tigo Sajarangan  dalam 
menjalamkan fungsinya. Penelitian ini mengungkap beberapa fakta berikut: 
1. Norma Syariah Kurang Sosialisi 
Berdasarkan konsep yang sudah dipaparkan, Tungku Tigo Sajarangan  
memiliki tiga peran. Pertama, memelihara, menjaga, mengawasi, mengurusi dan 
mengarahkan masyarakat (kaumnya). Peran ini melekat pada pemimpin kelompok 
Ninik Mamak. Kedua, peran pembinaan  dalam bidang keagamaan, membimbing 
masyarakat agar senantiasa berda pada koridor syarak atau ajaran Islam. Peran ini 
melekat pada pemimpin kelompok ulama. Ketiga, merumuskan aturan dan 
ketentuan hidup bersama dalam konteks pemerintahan nagari. Peran ini melekat 
pada pemimpin kelompok Cadiak Pandai.  
Penelitian Oktariyadi S., (2011) menunjukkan bahwa 83,33 % kelompok 
Tungku Tigo Sajarangan  berpendapat bahwa bunga pinjaman adalah haram.
35
 
Hal senada juga disampaikan penelitian Zukriman dan M. Sholeh Lubis (2014)  
yang menyatakan, bahwa selain menyepakati keharaman bunga, kelompok 
Tungku Tigo Sajarangan juga berpendapat bahwa sistem bagi hasil yang 
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diterapkan lembaga keuangan syariah sudah baik (sesuai syariah Islam).
36
 Akan 
tetapi keyakinan Tungku Tigo Sajarangan  terhadap keharaman bunga kurang  
tersosialisasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pernyataan  Harneti 
(pedagang di Pasar Alai Padang, pelanggan julo-julo) yang tidak mengetahui 
bahwa bunga pinjaman itu riba dan hukumnya haram.
37
 Ironisnya lagi, di sekitar 
Pasar Alai eksis LKMS, BMT At Taqwa Muhammadiyah dan BMT Ikwanusshfa. 
Namun, agaknya, belum mampu berperan megayomi masarakat setempat dari 
jeratan rentenir lewat pinjaman yang mengandung unsur riba. Pada sisi lain, 
norma syariah yang dipahami Tungku Tigo Sajarangan, tidak tersosialisasi ke 
masyarakat.  
2. Prosedur Penggunaan Jasa LKMS yang Masih Berbasis Agunan 
Pernyataan penelitian di atas didasarkan pada wawancara dengan 
informen, Fauzan, (alumni syariah dan karyawan swasta) sesungguhnya 
menyadari bahwa  menggunakan jasa pinjaman julo-julo dilarang agama Islam. 
Namun, karena terpaksa atau darurat, dia senantiasa menjadi pengguna jasa 
pinjaman julo-julo. Menurut Fauzan, meminjam ke Koperasi atau BMT tidak 
mudah karena harus menyediakan jaminan.
38
 Memang salah satu patologi sosial 
masyarakat Indonesia adalah krisis kejujuran, dan ayat Alquran pun melegalkan 
menjadikan jaminan sebagai bagian yang melekat pada pinjaman uang, khususnya 
untuk orang musafir
39
 Namun, pilihan lain, apalagi masyarakat domisili tetap,  
pemberian pinjaman berbasis amanah
40
  dapat dibudayakan. Internalisasi amanah 
ke dalam perlilaku jujur mengembalikan pinjaman pada LKMS dapat dilakukan 
dengan pendekatan Tungku Tigo Sajarangan, khususnya unsur ninik mamak dan 
alim ulama.    
3. Belum terjalin sinerji antara Tungku Tigo Sajarangan den LKMS  
Selanjutnya, pernyataan penelitian bahwa belum terjalin hubungan antara 
pengelola LKMS dengan Tungku Tigo Sajarangan didasarkan pada hasil 
wawancara dengan Yayan Adisaputra (Kepala Cabang BMT At Taqwa Pasar 
Raya). Yayan menyampaikan bahwa selama ini belum ada program sosialisai 
kerja sama dengan Alim Ulama.
41
  Padahal,  kerja sama dengan pemimpin unsur 
alim ulama sangat strategis di Sumatera Barat,  misalnya mengumpulkan mubalig 
dan menawarkan tema ekonomi syariah  sebagai materi khutbah dan ceramah. 
Observasi peneliti juga menemukan fakta bahwa hampir tidak ada tema khutbah 
atau ceramah yang membahas ekonomi syariah, termasuk di Mesjid Taqwa 
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Muhammadiyah Pasar Raya. Padahal, selain intensitas ceramah di mesjid ini 
cukup tinggi (sebelum salat Zuhur dan Ashar, sebelum salat Magrib, plus khutbah 
Jumat), BMT Cabang Pasar Raya juga berkantor di lantai satunya. Demikian juga 
di Mesjid Raya Sumatera Barat, yang setiap hari Jumat maupun malam Tarawih 
dikunjungi berkisar 7000-10.000 jamaah. Menurut Imam Shalat mesjid ini, 
Yusran Lubis, secara khusus tidak pernah ada khatib yang menyampaikan tema 
ekonomi syariah.
42
   
Demikian juga peran Tungku Tigo Sajarangan dari unsur Cadiak Pandai  
atau pemerintahan nagari tidak memperlihatkan peran sebagaimana mestinya. 
Secara teori unsur pimpinan Cadiak Pandai  adalah melahirkan kebijakan berupa 
aturan hukum bagi masyarakat. Terkait peran Cadiak Pandai  dalam 
pengembangan ekonomi syariah, menurut Alfiar, tidak pernah ada dorongan 
maupun aturan dari pemerintahan nagari agar masyarakat berpartisipasi. Pengurus 
LKMS pun, tegas Alfiar, tidak pernah meminta  pemerintahan nagari untuk  
menggunakan kewenangannya, semisal mengeluarkan aturan agar masyarakat 
memberdayakan LKMS  yang eksis di sekitar kediamannya.
43
 
4. Salah Persepsi 
Daniel Kahneman
44
 di dalam Foundation of Behavioral and Experimental 
Economics menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang akan menetukan 
seseorang mengambil keputusan untuk berperilaku, yaitu faktor ekonomi dan 
psikologi. Lebih lanjut Kahneman mengatakan dimana ekonom mengasumsikan 
bahwa motivasi perilaku pasar pada dasarnya adalah dorongan materi dan 
dibangun oleh kepentingan pribadi serta rasionalitas. Sedangkan secara psikologi 
pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya persepsi.  
Sinerji yang belum terjalin dengan baik antara Tungku Tigo Sajarangan 
dengan LKMS turut mempengaruhi perkembangan LKMS di Sumatera Barat 
kurang maksimal. Penelitian ini mengungkapkan persepsi masyarakat 
Minagkabau tentang LKMS dalam berbagai aspek  yang  turut mempengaruhi 
mereka mengambil keputusan. Banyak informen tidak tertarik pada produk jasa 
LKMS disebabkan mempersepsikan Lembaga Keuangan Syariah dengan segala 
bentuk dan produknya tidak ada bedanya dengan Jasa Keuangan Konvensional. 
Persepsi seperti ini disampaikan, misalnya informen Syafrizal dan Nuraini 
(pasangan suami-istri, pebisnis jual beli sepeda motor).
45
  
Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Mursal) 118 
 
Paparan di atas mengacu pada kesimpulan bahwa kearifan lokal Tungku 
Tigo Sajarangan belum memberikan peran aksiologis yang semestinya. Demikian 
juga pengurus LKMS terkesan devensif  dalam melakukan sosialisasi dan kerja 
sama di bidang pengembangan yang dikelolanya. Inplementasi dari konsep  
teoritis Tungku Tigo Sajarangan, agaknya masih membutuhkan usaha dan 
perjuangan yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk dunia akademik. 
Penelitian ini adalah salah satu usaha sungguh-sungguh agar konsep teoritis 
Tungku Tigo Sajarangan tidak hanya sederetan huruf mati tanpa arti, tetapi 
memberi makna  dan sumbangan dalam membangun ekonomi Sumatera Barat. 
 
Kesimpulan 
Secara teori jika ketiga komponen Tungku Tigo Sajarangan bersatu dan 
berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembinaan masyarakat berbudaya 
syariah, akan berdampak terhadap perkembangan LKMS di Sumatera Barat.  
Dalam konteks pengembangan LKMS, hasil penelitian,   menunjukkan 
bahwa ketiga unsur pimpinan Tungku Tigo Sajarangan, di satu sisi,   kurang 
sinergis. Di sisi lain,   kerja sama  pengelola LKMS dengan Tungku Tigo 
Sajarangan pun belum terjalin dengan baik.  
Percepatan  perkembangan LKMS di Sumatera Barat dapat dilakukan 
dengan mengoptimalkan peran Tungku Tigo Sajarangan, setidak-tidaknya  
melalui dua program kerja sama. Pertama, bekerja sama dengan  berbagai institusi 
dan organisasi keagamaan, seperti Majlis Ulama Indonesia Sumatera Barat, 
Perguruan Tinggi, Korp Muballig, dan Pengurus Mesjid. Kerja sama dimaksud 
meliputi sosialisasi keberadaan LKMS dengan segala norma dan produknya, 
melakukan ideologisasi dan edukasi kepada masyarakat.  Kedua, bekerja sama 
dengan pemementah setempat untuk  menerbitkan himbauan dan aturan 
memperkuat keberadaan LKMS. 
 
Rekomendasi 
Perlu upaya sosialisai penanaman nilai-nilai ekonomi syariah atau proses 
ideologisasi kepda masyarakat yang melibatkan Tungku Tigo Sajarangan, melalui 
tiga pendekatan. Pertama, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, 
seperti mempraktikkan prinsip kerja sama antar pebisnis dan lembaga ekonomi 
syariah. Kedua, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif 
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dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomisyariahan 
sejak dini, dan ketiga, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah 
pada semua level pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah.  
Dibutuhkan sinerji antara unsur Tungku Tigo Sajarangan   dan dengan 
LKMS dalam upaya sosialisasi dan identifikasi, serta internalisasi nilai-nilai 
ekonomi syariah. 
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